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ABSTRAK
'' sektor palak datr zakrt, merupakan sumber dana yang penting untuk kepentingan perl.elel,ggara{n
Negara datr kema.slahatan ugfl,..gl kargli+-Iedua rektor ini memertukan perhaiian penuh oletr
pemerurEtr dal| ma3yrr'krt, baik yaDg terkoit denBaf pengaturarL pemunBEtln, kesadaraE hukum
marycrEkat marpul p€m*nfartarrya, warga Dasyaraknt kbusurnye yong beragama Iilam dan telah
m€menobl &turatr perprJaksn datr zrkat me!0lliki dua kewijiban,latah kewajlbai mengeluarkan patak dao
zakat. N4BTlrB kesadaral hukum dalam meleksenakaD kewajiban tersebut k_husustrya di Daerrh litimewa
Yogyrksrta, mrrlh $ngrt mempribatiukan.,Padah.al DIY memillki poteBsi perdapatan dsri sektor pajak
dar zskat yatrg belar.

Penelidac yang dilak(katr di DIY yang m€liputi witayah Kota yoglak,.ta (Margangsan dan Jetis),
Kabup&te! Ba[trl (bmtul Kota], Kabulraten sleman (cangkrirgan dan Ngemplak), Kabupati[ Kulon progo
(G8luh dan TeEon) datr Kabup8te! crDung Kldut {worosari datr palihan), menghasltian bahwa vajib
paJak orang pribadi-peEeluk sgama Islam drlarD memenuhi kewajlban psjak berdrrarkan uodang-undang
NoDrer l7 Tshun ?000 tergoloag dalau0 tlogkat sedatrg, tetapi dalam metrunaikan kewaJibar membayar zakat
tergoloEg tinggi don kesadaratr hukuE membaysr zakat tinggi tersebut tidak serta merta dapat dikrtakan
brhwr mer€ka memlllld kEsadaratr bukum yang tinggi dalam melakukan kewajiban perpajakan.

Kesadaran irukum wajib pajak d*a zakat yang berpotensi menlngkatkan pendapaten dierah tersebut
skaD terwuiud jiko Pemerintah pro skt f mensusialisasikal p€rutural peruDd.rDg-undangar ya;1g berkairan
detrgsn pajak dan zrkat dengan barapan masyarakat meuyadari pe[tingnya peratuian iersebut untuk
kdrlrgsunga! pemba[gunan bangsr.

Kata kunci: Wajib Pajak, Pajak, Zakat dan kesadaran hukum

PEI\IDAIIULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan
negara yang digunakan untuk melaksanakan
pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak
dipungut dari warga negara lndonesia dan menjadi
salah satu kewajiban yaog alapat dipaksakan
penagihannya. Dengan demikian pemungutan pajak
berdasarkan undang-undang mengandung
pengertian bahrva terhadap mereka yang ternyata
mengabaikan atau melanggar ketentuan
pembayaran pajak akan dikenakan sanksi
penagihan secara paksa dalam bentuk penyiiaan,
penyegelan ataupun penahanan. (Ibrahim dan
lranoto, 1984)

Paj ak
digunakan

dan

yang dipungut oleh pemerintah
untuk menjaga kelangsungan hidup

sumber pembiayaan belanja yang
oleh pemerintah guna menjalankan

masyarakat menya{ari bahrva pajak itu untuk
kepentingan bersama.

Dalam rangka meningkatkan penerimarn
negara dari sektor pajak, dapat dilakukal
ekstensifikasi, penyuluhan hukum untuk
meningkatkan kesadaran hukum masyarakat (Wajib
Pajak). Optimalitas dan efektifitas penerimaan dan
sektor pajak ini tergantung pada pemerintah sebagai
aparat perpajakan (fiskus) dan kesadarat
masyarakat sebagai wajib pajak atau yang dikena
p aj ak.

Dari kaca mata pemerintah, eksistensi
partisipasi rakyat hanya diukur dari tingkat
kesadaran rakyat uniuk membayar pajak. Menurut
Transparency international Indonesia (tII), sampai
23 Maret 2004, reallsasi penerimaan pajak

mencapai fu 42 triliurL meningkat i 08% dibanding
penerimaan 2003 periode yang sama, atau l8% darl

target penerimaal pajak 2005. Sumbangan pajak

terhadap APBN mulai naik sebagai hikmah daa

emenntahan. Oleh sebab itu, pemerintah
'berbagai cara melakukan sosialisasi asar
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krisis moneter pada i998 dari Rpl15 triliun
(l1,8%) pada 2000 jadi Rp27l triliun (79%) pada

2004. (Putra, 2006)

Penduduk Indonesia {dengan asumsi jumlah)
sebesar 215 juta jiwa lebih, merupakan potensi

pajak yang betlimpah. lronisnya, hingga 20p{
jumlah wajib pajaVpembayar pajak hanyd

mencapai 3.6?0.060 jiwa dengan perincian
2.622.184 pembayar pajak orang pribadi dan
1.047.876 lainnya pembayar pajak badan (Putra,

2006).

Tak heran saat fui pajak memegang peranan

$angat penting dalam struktur penerimaan negara.

Pada 2006, proporsi penarimaan pajak sekitar 64,9
porsen dari total APBN pada tahun*itu. pntuk tabun
1007 proporsi penerimaan pajat aiper*futan
setitar 70,7 persan dari APBN. Dari besaran

tersebut dapat dibayangkan, betapa pentingnya
pajak bagi be{alannya sistern pemerintahan dan

kemampuan Pemerintah dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat. (Miyasto, 2007)

Berdasarkan data Direktorat Jendiral Pajak

tahun 2008, bahwa jumlah pemegang Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP) di seluruh Indonesia saat jni

sebanyak 6 juta. Dari jumlah tetsebut, sebanyak
50.500 WP dikatagorikan sebagai pembayar pajak
aktif. Pembayar pajak aktif terdiri dari 500 Wajib
Pajak yang terdaffar di Kantor Pelayanan Pajak

Besar (KPP LTO) dan 50.000 lainnya adalah Wajib
Pajak yang terdaftar di 250 unit Kantor Pelayanan

Pajak. Berita yang sama juga menyalakan bahwa
penerimaan pajak semester I tahun 2008 mencapai

Rp 256,18 triliun. Sebesar 80% dari penerimaan ini
(atau senilai Rp 212,144 triliun) diperoleh dari
kontribusi pembayaran pajak oleh 50.500 Wajib
Pajak tersebut di alas (Kompas, edisi l5 Juli 2008).
Dari data ini, dapat dipahami bahwa penerimaan

dari sektor pajak belum optfuul meDgiDgat

minimnya kudntitas wajib pajak aktif. Seharusnya,
bila jumlah 6 juta jiwa pemegarg NPWP tersebut
semuanya berstatus wajib pajak aktif maka
pendapatan pajak akan semakin meningkat berlipat
ganda, Hal ini jelas dipengaruhi salah satunya oleh
kesadaran wajib pajak tersebut.

Selain pajak, Indonesia juga daPat

mendayagunakan salah satu sektor lain sebagai

sumbet pendapatan guna mensejahterakan ralryat
yaitu; sektor zakat. Hal ini mengingat bahwa sekitar
86.1% dari jumlah total penduduk Indonesia
(237,512,355 jiwa pada tahun 2008) memeluk
agama lslanL yang menjadikan Indonesia negara

dengan penduduk muslim terbanyak di dunia
(https:/iwww.cia.gov). Dari sekisn banyak
penduduk muslim, diasumsikan ada 29, 065 juta
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keluarga sejahtera yang membayar zakat r&ta-rata

684.550 rupiah per tahun per orang, maka tidak
dapat dipungkiri lagi bahrva Potensi dana zakat di
Indonesia sangat besar hingga mencapai 9,09 triliun
rupiah (htp://pondokzakat.com).

Namun demikian, faktanya tidak demikian.
Indonesia masih menyandang label sebagai negara
dengan penduduk miskin yang besar dan tingkat
kesej ahteraan rakyatnya rendah
(http://pondokzakat.com). Tentunya banyak faktor
yang menyebabkan hal tersebut terjadi, salah
satunya kesadaran akan menunaikan zakat secara
benar dengan andil pemerintah dalam
pengelolaannya.

Dari uraian di atas, nampak bahwa partisipasi
masyarakat lfiususnya dalam hal meningkatkan
kesadaran akan pelaksanaan kewajiban mereka
membayar pajak atau pun zakat dengan benar
metupakan salah satu faktor yang mempengaruhi
keberhasilan sistem pajak dan zakat yang bisa
menopahg kehidupan bangsa dan Negera yang
bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan
rakyat. Oleh sebab itu, kajian terhadap masalah
kesadaran tersebut menjadi amat p€ntilg dalam
rangka mewujudkan sistem pajak dan zakat yang
ideal dalam negara ini.

Penelitian ini mencoba mengkaji masalah
kesadaran hukum wajib pajak pemeluk agama

Islam orang pribadi terhadap pelaksanaan

kewajiban membayar pajak khususnya pajak
penghasilan dan zakat yaitu; zakat fitrah dan zakat
mal yang berupa hasil pendapatan dan atau jasa
serta emas, perak dan uang. Kemudian, tlari hasil
kajian tersebut, akan dianalisa korelasi atau

hubungan antar kesadaran membayar pajak dan
kesadaran menunaikan zakat.

LANDASAN TEORI

Kesadaran sebenarnya menunjuk pada
lnterdependensi mental dan interpenetrasi mental,
yang masing-masing berorientasi pada "aku"nya
manusia dan pada "kami"nya (Soekanto, 1982).
Oleh karenanya, kesadaran hukum itu sebenamya
merupakan masalah nilai. Dengan demikian
kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak
yang terejawantahkan dalam diri malusia tentang
keserasian antara ketertiban dengan ketentraman
yang dikehendaki atau yang sepantasnya. untuk
mengetahui tingkat kesadatan hukum, dapat
ditelaah melalui empat indikator, yaitu (Soekanto'

l982,hlm. 151159):

l. Pengetahuan tentang peratuan-peratwtul
hukum

2. Peagetahuan tentang isi peraturan-peraturan

hukum

I
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3. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum

4. Pola-pola perikelakuan hukum.

Alasan Pembenar Negara Memungut Pajak

Jika dihubungkan dengan negara yang

merupakan rumah tangga besar yang selalu
meng€luarkan ., ! biaya untuk belanja guna
penyelenggaraan negaft! rnaupun mencapai tujuan
yang telah ditetapkan, maka tidak berlebihan
apabila pajak sebagai alat pembiayaan normal dan
digunakan secara terus menerus oleh rumah tanggal
negara merupakan hal yang belum lama dikenal
apabila kia mengabalkan beberapa pajak yang
sejak lama drpungut dalam zaman kuno
(Mustaqie4 2005).

Pajak sebagai sumber permanen pendapatan
negara, pertama-tama berkembang di kota-kota
yang mula-mula merupakan rumah tanega pubtik

' yang berdiri sendiri (lr,fustaqiern, 2005; hlm. 26).
Terbentuknya negara-negara nasional, khususnya
diadakan sumber daya manusia yang tetap,
me,nimbulkan kebutuhan negara akan pembiayaan
yang begitu meluas, sehingga dipelbagai negara
pada alfiir abad pertengahan dan permulaan zaman
baru, perpajakan juga merniliki peranan yang ti.lak
berubah-ubah dalam keuangan negara (Mustaqiern,
200s).

Untuk mewujudkan monopoli dibidang
perpajakkan, negara hanrs membuat aturan hukum
yang dipakai sebagai dasar pemungutan.
Pembuatan dasar hukum sangat penting bagi negara
hukum seperti lodonesia. Selain itu, sejak abad ke-
18, "lahir" pula pelbagai teori guna memberikan
dasar pembenar negara memungut pajak (Reclzls
Vaardigingsgronl) dari rakyatnya. Teori.teori yang
ada adalah: teori assurinsi (Yeneking
TheoridAssurantie Theorie), toeri kepentingan

{Belangen Theorie), teori daya pikul (Draagkracht
Theorie), teoibahi (Kewajiban Pajak Mutlak), dan

' teori daya beli (Koopkracht Beginset). Di
Indonesia, secara luridis konstitusional, dasar
pembenar negara memungut pajak, adalah Pasal 23
ayat (2) yang telah diamandemen oleh Pasal 23A
UUD 1945. Ketentuan dalam Pasal tersebut: r'Pajak

dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk
keperluan negara diatur dengan undang-undangl'.

Hokikat Prjak dan Zakat

Pajak, secara konseptual mempunyai dua fungsi
utama, yaitu fungsi budget, dan regulasi. Fungsi
budget berkaitan dengan peranan pajak dalam
menopang semua kegiatan pemerintahan dan
pelayanan publik. Sedangkan fungsi regulasi
berkaitan dengan pajak untuk mengatur alokasi
sumber-sumber ekonomi, stabilitas ekonomi,
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distribusi pendapatan bagi berbagai kelompok
masyarakat, dan konsumsi. Dalam fungsi ini, pajak
merupakan salah satu instrumen yang dapat
digunakan untuk mengatur ekonomi, sehingga
dinamika ekonomi nasional berjalan sesuai yang
diharapkan. Di kalangan masyarakat masih ada
yang mengaitkan pernAayaran pajak dengan - . .
manfaat langsung yang diterima,

Pemanfaatan dana pajak dicantumkan dalam
APBN. Dana APBN tersebut didistribusikan ke
masing-masing departemen selaku penanggung
jawab pemanfaatan dana itu. Dengan kata lain,
pajak yang dibayarkan akan kembali kepada
masyarakat dalam bentuk fasilias umum yang
diberikan pemerintah. Misalnya perbaikan jalan
yang rusak dan jalan tol,

pemelihara-penyelenggaraan
an kesehatan masyarakal, penanggulangan bencana
alam, penyelenggaraan pertahanan dan keamanan.

Pajak ialah kewajiban yang ditetapkan terhadap
wajib pajalq yang harus disetorkan kepada negara
sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi
kembali dari negara dan hasilnya unhk membiayai
pengeluaran-pengeluaran umum satu pihak dan
untuk me.realisir sebagian tujuan ekonomi, sosial,
politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai
negara.

Sedangkan Zakat adalah ibadzh maaliyah
ijtima'iyah yang memiliki posisi yang sangat
penting, shategis dan menentukan baik dari sisi
ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan
ummat. Sebagai suatu ibadah pokok zakat termasuk
salah satu rukun Islam yang lima, seperti
diungkapkan hadits nabi sehingga keberadaannya
dianggap makhan min ad-dien bi adl-dlarurah
(ketahui secara otomatis adanya dan merupakan
bagian mutlak dari keislaman). Di dalam Al Qu raq
terdaFat kureng lebih 27 ayat yang mensdjajarkan
shalat dengan kewajiban zakat, dan hanya satu kali
disebutkan dalam konteks yang sama akan tetapi
dalam ayat berbeda, yaitu surat Al-Mukminun ayat

.2 denganayat 4. (htfp://www.pkpu. or. id)

Zakat pada hakekatnya merupakan hak tertentu
yang diwajibkan Allah SWT terhadap kaurn
Muslimin yang diperunhrkkan bagi mereka, yang
dalam Quran disebut kalangan fakir miskin dan
mustahik lainnya, sebagai tanda syular atas nilonat .
Allah SWT dan untuk mendekatkan diri
kepadaNya, serta untuk membersihkan diri dao
hartanya. Dapat dipetik beberapa titik persamaan

pajsk
(http ://ajo39.fi les.wordprrss.com/2008/05/fi qh-
zakat.pdg:
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a.

b.

Adanya unsur paksaan untuk mengeluarkan.

Keduanya disetorkan kepada iembaga

pemerintah (dalam zakat dikenal amil zakat)

Pemerintah tidak memberikan imbalan tertentu

kepada si pemberi'

Mempunyai tujuan kemasyarakatan, ekonomi

dan politik disamping tujuan keuangan

Adapun segr perbedaannya

(http ://aj o39. fi les,wordpress'com/2008/05/fi qh-

zakat.pdf):

a. Dari segi nama dan etikebxya yang memberikan

motivasi yang berbeda. Zakat: suci, tumbuh.

Paj ak (dharaba) : uPeti'

1, b. Murgenai hakikat dan tujuannya' zakat juga
It dikaitkan dengan masalah ibadah dalam rangka

pendekatan dfti kePada Allah.

c. Mengenai batas nisab dan ketentuannya' Nisab

zakat sudah ditentukan oleh sang Pembuat

Syariat, yang tidak bisa dikurangi atau

ditambah-tambahi oleh siapapun juga.

Sedangkan pada pajak bisa hal ini bisa
berubah-ubah sesuai dengan peraturan

panerintah.

d. Mengenai kelestarian dan kelangsungannya

Zakat bersifat tetap dan terus menerus,

sedangkan pajak bisa berubah-ubah.

e. Mengenai pengeluarannya: Sasaran zakat telah

terang dan jelas. Pajak untuk p€ngeiuaran

umum negirra.

Hubungannya dengan penguasa. Hubungan

wajib pajak sangat erat dan tergantung kepada

penguasa. Wajib zakat berhubungan dengan

Tuhannya. Bila penguasa tidak berperan,

individu bisa mengeluarkannya sendiri-sendiri.

Maksud dan tujuan Zakat memiliki tujuan

spiritual dan moral yang lebih tinggi dari pajak.
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pemerintah Islam, maka menurut Yusuf Qardhawi
pemerintah Islam boleh mewajibkan kepada orang

kaya untuk membayat pajak-pajak lain disamping
zakat guna melaksanakan kepentingan ulmat dq
menutupi pembiayaan umum negara' Dalil-dalil
yang memperbolehkan adanya kewajiban pajak

disamping zakat r:adalah sebagai 'terikut

(httpr //ajo 39. files.wordpress.com/Z008/05/fi qh-

zakat.pdf):

a. Karena jaminan/solidaritas sosial merupakan

suatu kewajiban. Hal ini sudah kita kupas pada

bagian yang membahas adanya keu'ajiban lain
di luar zakat,

b. Sasaran zakat itu terbatas sedangkan
pembiayaan negqla itu banyak sekali. Zakat
harus digunakaffi'ada sasaran yang ditentukan
oleh syariah dan menempati fungsinya yang

utama dalam menegakkan solidaritas sosial.

Zakat tidak digunakan untuk pembangunan
jalan, jembatan.dll. Bila pemerintahan Islam
dulu memperoleh pemasukan dari Kharaj
(rampasan perang) untuk membiayai kepetluan-
keperluan tsb, maka untuk saat ini Yusuf Al-
Qardhawy menyokong pendapat para ulama
yang berpendapat bahwa pemerintah dapat

memungut kewajiban pajak dari orang-orang

kaya.

c. Adanya kaidah-kaidah umum hukum syara'

yang memperbolehkan. Misalnya kaidah

" lrlaslahih Mursalah" (atas dasar kepentingan).

Kas yang kosong akan sangat membahayakan

kelangsungan negara, baik adanya ancaman

dari luar maupun dari dalam- Rakyat pun akan

memilih kehilangan harta yang sedikit karena

pajak dibandingkan kehilangan harta

keseluruhan karena negara jatuh ke talgan
musuh.

d. Adanya perintah Jihad diogan harta Islam telah

mewajibkan ummatnya untuk berjihad dengan

harta dan jiwa sebagaimana difirmankan dalam
Ai Qwan 9:41, 49:51, 61:l I' dll' Maka tidak
diragukan lagi bahwa jihad dengan harta itu
adalah kewajiban lain di luar zakat. Di antam

hak pemetintah (ulil-amri) dari kaum Musiimin
adalah menentukan bagian tiap orang yang

sanggup memikul beban jihad dengan harta ini.

e, Kerugian yang dibalas dengan keuntungan

Sesungguhnya kekayaari yang diperoleh dengan

pajak akan digunakan unhrk segala keperluan

umum yang manfaatnya kembali kepada

masyarakat seperti; pertahanan dan keamanan,

hukum, pendidikan, kesehatan, pengangkutan'

du.

.

d.

o'

Berdasarkan point-point di atas dapatlah

dikatakan bahwa "zakat adalah ibadat dan pajak

sekaligus". Karena sebagai paja\ zakat merupakan

kevajiban berupa harta yang pengurusannya

dilakukan ol€h negara. Negara memintanya secara

paksa, bila seseorang tidak mau membayamya
sukarela, kemudian hasilnya digunakan untuk
membiayai proyek-proyek untuk kepentingan
masyarakat.

Kewajiban membryar pajak ilan zakat menurut
Ilukum lsiam

Apabila Islam telah mewajibkan zakat sebagai

hak yang dimaklumi atas harta kaum Muslimin dan

menjadikannya sebagai pajak yang dikelola oleh
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d. Pajak bukan upeti usrQkB^ara raja dalam mngka

memuaskan hawa' nafsu-, kepentingan pribadi

daq keluarga mereka, atau keseoangan para

pengikut mer€ka, tetapi harus dikembalikan

untuk kepentingan masyarakat luas.

e, Adanya persetujuan para ahli dan cendikia.

Pemerintah tidak bertintlak sendirian dalam hal
mewajibkan pajak, menentukan besamya serta

memungUbya tanpa adanya persetujuan dari
hasil musyawarah para ahli atau cendikia dari
kalangan masyarakat (dewan perwakilan
rakyat).

METODE PENELITIAN

Subyek penelitian dibatasi masyarakat wajib
pajak orang pribadi pemeluk agama Islam yang

berdomisili di wilayah Kota Yogyakarla
(Margangsan dan Jetis), Kabupaten Bantul (bantul

Kota), Kabupaten Sleman (Cangkringan dan
Ngemplaki, Kabupaten Kulon Progo (Galuh dan' 
Temon) dan Kabupaten Gunurg Kidul (Wonosari

dan Patihan) dan teknik pengambilan sampel

dengan menggunakan metode classer random
sampling yaitu pengambilan samPel secara acak

dengan diketompokkan

Untuk mengolah data, peneliri menggunakan
teknik analisit diskriptif kuantitatif dengan bantuan
tabulasi. Dislciptif artinya data yang diperoleh akan

dijabarkan dan dijelaskan secara sistematis agar

mudah dipahami. Sedangkan yang dimaksudkan
dengan kuantitatif disini a<lalah data yang telah
diperoleh, disusun berdasarkan klasifrkasi dengan
menggunakan bantuan tabulasi kemudian dianalisis
berdasarkan interpreasi skor model dishibusi
normal kategori jenjang dengan bantuan porangkat
sPss.

Metode peudekatan yang digunakan adalah
pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis
dimaksudkan yaitu suatu pendekatan yang
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i. Kesadaran lwkum wajib pajak orang pribadi
pemeluk agama Islam dalam mbnunaikan

kewajiban membayar paiak berdasarkan

Undang tJndang Nomor 17 Tahun 2000

tentang Pajak Penghasilan di Daerah
Istimewah Yogtakarta

Untuk mengetahui kesadaran hukunr, maka
yang harus menjadi patokan atau indikatornya
adalah pengetahuan terhadap peraturan hukum;
pengetahuan terhadap isi peraturan hukum;
sikap terhadap' hukum dan pola perilaku

hukum. Berdasarkan dat4 angket, kesadaran

hukum wajib pajak orang pribadi pemeluk

agama Istam dalam menunaikan kewajiban
membayar pajak sebagai berikut:

a. Pengetahuan responden terhadap Undang-
undang No 17 Tahun 2000

Ditinjau dari pengetahuan responden

terhadap peratuan tertulis mengenai
ketentuan pajak penghasilan dapat

diketahui bahwa dari 143 responden, 72,7%

0{=104) respcnden mengetahui akan hat

tersebut dan 27,3% (N=39) responden tidak
mengetahuinya. Meskipun demikian, hanya
51% {t 1=73; responden yang.mengetahui
bahwa ketentuan pajak penghasilan diatur
dalam Undang-undang No 1? tahun 2000,

sementara 49% (N=?0) tesponden lainnya
tidak mengetahuinYa.

b. Pengetahuan respondm terhadap isi
Undang-undang No l7 Tahun 2000

Pengetahuan rosponden terhadap isi
p€ratwan tenrta$a merlSenai objek pajak
yang diatur dalam ketentuan Peraturan
tersebut, maka 40'6% (N=58) responden

yang tahu datr 59,4% (N=85) responden
tidak tahu.

113

paiak vang diakui dalam sejarah Islam dan mendasarkan pada atumn-aturan dan ketentuan-

UiUenolkan' *i*lt"*ny* harus memenuhi syaret- ketentuan tegal formal atau normatifnya. Dalam

syarat sbb konteks 
- 
ini pendekatan luridis yang digunakan

iiittp.rajoSs.fifes.wordpress.com/2008/05i fiqh- adalah dengan merujuk pada Peraturan Perundang-

-tot.pdq, undatrgan yang berlaku di lndonesia, yaitu Undaug-

a. Harta itu benar-benar diblqlsT dT *-* ;:iffi'il:iLollr;llT;'*ooi,J;;J:ltrifill
sumber lain Tidat dipsrb'ofthka" T:.Tyry p".'Eu["u" empiris dalam penelitian ini adalah
sesuahl dari rakyat solagi dalam baitul-mat ;;;; untuk mimperoleh daia yang ada kairannya
masih terdapat kekayaan. dengan hukum positif tertulis, niaka rligunakan

b. Adanya pembagian pajak yang adil. Penge(ian metode-metode sosiologis untuk menggali dan

aal ti'Aai Urus sami rata bebannya. mengUngkapkan kebenaran-kebenaran dalam

c. Pajak hendaknya dipargunakal untuk l1Yi*k* wajib pajak orang pribadi pemeluk

membiayai kepenti"e* ;;lit;k* ;;; agamalslamvangbersifatempiris'

maksiat dan hawa nafsu' Hasil Penelitian dan Pembahasan
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Tetapi 42,1% (N=61) resPonden

mengetahui tentang ketenhran tarif wajib
pajak orang pribadi yang diatut dalam

peraturan tersebut, dan 57,3% (N:82)
responden tidak mengetahui akan hal
tersebut,

c, Sikap 'reiponden terhadap pajak

penghasilan

Mengenai sikap responden terhadap

peraturan mengenai pajak penghasilan.

Sikap terhadap peraturan pajak ini meliputi
sikap terhadap pembsriar dan pengurusan

NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan

pengurangan besaran penghasilan kela
pajak. -qta6 pembayaran zakat. Dan data

yaiffnblah diolah menunjukkan bahwa

58,?% (t'l-341 t"*nonden menyatakan sikap

dengan menerima pemberian NPWP dan

mengisi serta menyerahkan kembali sesuai

aturaD dan prosedur yang berlaku' Dan
47,3o/o (N=59) tesPonden bersikaP

menerima NPWP yang diberikan dengan

membiarkmnya tanpa merespon lebih
lanjut.

Sikap responden terhadap pengurangan

besaran penghasilan kena pajak pembayar
zakat

Sikap responden terhadap pengurangan

besaran penghasilan kena pajak atas

pembayaran zakat ditunjukkan oleh 92,3%
(N=i32) responden dengan menyetujui hal
tersebut, dan 7,7% (N=ll) responden

lainnya tidak menyetujui hal tersebut'

Pola Perilaku Hukum Responden mengenai
pembayaran pajak tePat waktu

Bila diiihat dari pola perilaku hukum
responden ysng berkaitan dengan

pembayaran pajak tepat waktu bagi mereka
yang berpenghasilan sesuai dengan

ketentuan pajak yang berlaku, dapat

diketahui bahwa 48,3% (Nd9) responden

tidak biasa membayar pajak tepat waktu
dan 51,7% (N=74) responden biasa

membayar pajak tepat waktu.

Pola perilaku hukum responden dalam

membayar pajak dengan menghitung
sendiri

Jika dilihat dilibat dari pota perilaku hukum
responda: dalam melahrkan pembayaran

pajak dengan menghitung sendiri besaran

pajak yang harus dibayar maka dapat

diketahui bahwa 51% (N=73) responden
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yang berpola perilaku demikian, dan 49Yo

[N=70) responden tidak melakukan hal

tersebut.

2. Kesadaran hukum wajib pajak orang pribadi
pemeluk agama islam dalam menunaikan

kewajiban membayur zakat di Daera!L, ..ig*{
Istimewah Yogyakarta

Ditinjau dari pengetahuan responden terhadap
peraturan hukum tern is mengenai zakat atas

penghasiian dapat diketahui bahwa dari 143

responden, 88,8% 0{=127) resPonden

mengetahui akan hal tersebut dan 11,2%
(N=16) responden tidak mengeiahuinya.

Meskipun demikian, 48,3% (Nd9) responden
yang berpendapat bahwa ketentuan zakat atas:*ff&a-.:
penghasilan diahu dalam peftturan perundang-

undangan, sem€ntara 51,7% (N=74) responden

lainnya berpendapat bahwa kstentuan zakat atas

penghasilan tidak diatur dalam peraturan

perundang-undangan. Namun demikian, semua

responden yang berjumlah 143 mengetahui

bahwa aQur'an dan as-Sunnah merupakan

sumber utama dari ketetrtuan zakat.

Dan bila ditinjau dari pengetahuan responden

terhadap isi peraturan hukum mengenai

ketentuan zakat maka dapat diketahui bahwo

?8,3% (N=l 12) responden mengetahui jenis

dan macam dari zakat yang diwajibkan kepada

mereka dan 21,?% (N=31) responden tidak
talru. Tetapi hanya 69,2% (N=99) responden

yang mengetahui syarat-syarat suatu kekayaan

yang wajib dikenai zakat, dan 30,8% (N=44)

responden tidak mengetahui akan hal tersebut.

Selanjutnya adalah tinjauan mengenai sikap

responden terhadap harta atau penghasilan yang

belum memenuhi nishab' Sebanyak 87'4%
(N=125) responden meflyatakan sikap dotgan
tidak menyetujui pembayaran zakat atas harta

atau penghasilan yang belum memenuhi nishab.

Sedangkan 12,6% (N=18) responden bersikap

setuju terhadap hal tercebut'

Dan bila dilihat dari polaperilaku hukum

responden yang berkaitan dengan pelaksanaan

kewajiban menunai zakat tepat waktu setiap

tahun, maka diketahui bahwa semua respond€n

(N-143) melakukannya. Sementara itu bila

ditinjau dari pola pailaku hukum responden

dalam melakukan pembayaran pajak meski

telah membayar zakst maka dapat diketahui

batrwa ?0,6% (N=101) responden yang berpola
perilaku demikian, dan 29'4% (N<2)
responden tidak melakukan hal tersebut'
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PEMBAHASAN

Untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum,

maka peneliti perlu melakukan langkah pemberian

makna atau interpretasi terhadap skor skala yang

tercantum dalam angket dengan bantuan statistik

deskiptif dari distribusi data skor kelompok yang

umumnya mencakup banyaknya zubjek (n) dalam
kelompok, mean skor (M), deviasi standar skor

skala (s) dan skor minimum dan maksimum serta

statistik lain yang dirasa Perlu'

Cara yang digunakan oleh peneliti dalam

menganalisa tingkat kesadaran hukum adalah

dengan cara kategorisasi berdasarkan model

disfiibusi normal. Umumnya, distribusi normal

terbagi atas enam bagian atiau enam satuan deriiasi

standar. Tiga bagian berada disebelah kiri mean

(bertanda negatifJ dan tiga bagian lainnya berada

disebelah kanan mean ftertanda positif).

Kategorisasi ini bertujuan untuk meuempatkan

individu (responden) ke dalam kelompok-kelompok
yang terpisah secara berjenjang metrurut .suatu
i.ooii.tum berdasarkan atribut yang diukur.
Kontinum jenjang ini contohnya dari rendah ke
tinggi, dari paling jelek ke paling baik' dan

semaaamnya- Banyaknya jenjang diagnosis yang

akan dibuat biasanya tidak lebih dari lima jenjang

tetapi juga tidak kurang dari tiga'

Berikut ini adalah rumusan dan penjelasan cara

kategorisasi berdasarkan model diskibusi normal
yang mengacu pada data angket penelitian ini.
Dalam angket penelitian yang disebarkan kepada

responden terdapat 16 item yang dibagi menjadi 2
ke lompok materi yaitu 8 item untuk materi

kesadaran hulum wajib pajak orang pribadi
pemeluk agama islam dalam menunaikan
kewajiban membayar pajak berdasarkan Undang
Undang Nomor 17 Tahua 2000 tentang Pajak
Pengbasilan dan 8 item tainnya untuk materi
kesadaran hukum wajib pajak omng pribadi
pemeluk agama Islam dalam menunaikan
kewajiban membayar z*at. Masing-masing
jawaban dari setiap item diberi skot 0 dan 3

(pen€ntuan besaran nilai skor 0 dan 3 berdasarkan
besaran skala jumlah item pertanyaan angket).
Dengan demikian, skor terkecil yang mungkin
diperoleh subjek (responden) adalah 0 (yaitu 8 x 0)
sedangkan skor terbesar adalah 24 (yaih-r 8 x 3),
oleh karenanya rentangan skor skala sebesar 24

Craitu 24 - 0) yang kemudian dibagi dalam enam
satuan deviasi standar sehingga diperoleh 2416 = 4.
Angka 4 ini merupakan estimasi besamya satuan

deviasi standar populasi (o) yang kita gunakan
unfuk membuat kategori norrnatif skor subjek, Dan
mean teoritisnya adalah p = Q + 2412 = 12. Maka
penggolohgannya adalah (Azwar, 2003):

FENOM ENA

X<(P- r,0o) Rendah

(P-1,0o) < X< (P+ l' 0o) Sedang

(p+ 1,0Qs X Tinsgi

Sehingga dengan nilai o = 4 maka akan

diperoleh kategori-kategori skor tingkaian

kesadaran hukum sebagai b-erikut:

X < {12- 1,0(4)} Rendah

02 - I, 0(4)] s X < ( 2 + I, 0(4)] Sedang

$2 + 1,0(4)] 3x Tinggi

Dengan demikian, hasil Yang daPat

diilustrasikan adalah sebagai berikut:

8 16
.t;,r,Hr,;;...,..

neffiii"' sedans

Dan kategorisasi jeqiang

hukum adalah sebagai berikut:

a. Skor subjek (responden) 0 - 7 beradi tergolong
rendah

TiWSi

tingkat kesadaran

b. Skor subjek (resPonden) 8 - 15

tergolong sedang

c. Skor subjek (resPonden) 16 - 24
tergolong tinggi

l. Tinglat kesadarsn hukum waiib pajak orang
pfibadi pemeluk agama Islam dalam

menunaiknn kewajiban membayar pajak
berdasarlmn IJndang Undang Nomor 17 Tahun

2000 di Daerah Islimewah Yognkarta

Berdasatkan olah data dengan ban$an statistik

maka dapat diketahui skor subjek (responden)

sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.

berarti

berarti

Dari tabel di atias dapat diketahui bahwa skor

tertinggi yang diperoleh adalah skor duapuluh satu

(21) dan skor enam (6) unruk skor terendah. Dafl

renhng skor antara enam (6) hingga duapuluh satu

(21) tampak bahwa skor limabelas (15) yang patin9

banyak diperoleh responden y^atu 32,9% Q.{-4tl
dari 143 responden. Sementara ihr hanya 11

(N=17) responden saja yang memperoleh
tertinggi yaitu duapuluh satu (21), sedangkan

Tabel Skor den

Skor Frekuensi Persentase

Enam 6 4,? o/L

Sembilan 19 13,3 %

Duabelas J.+ 23,8%

Limabelas 32,9%

.Delapanbelas 20 14 o/o

Duaouluh Satu t7 11,9%

Total 143 100 %
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terendah yaitu enam (6) diperoleh 4'2% (n=6; 6"t1

143 responden.

Setelah mengetahui skor responden, maka pada

Tabel 2 adalah kategorisasi jenjang skor dari

responden.

Tabel 2. Kategorisasi Tingkat Kesadaran Hukurh

Kategori Frekuensi Persentss€

Rendah 4,2%
Sedang 100 69,9%

Tinssi 5! 25,9%

Total 143 100%

Tabel 3. Skor
Skor Frekuensi Persentase

Sembilan t2 8,4%

Duabelas 22 ls'4%
Limabelas J.J 2l,t%
Delapanbqlqs 43 30,1 %

Duapuluh Satu l9 13,3 %

Duaouluh Emoat 14 9,8 %

Total 143 100 %
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dapat diketahui kategorisasi jenjang skor tingkat

kesadaran hukum (lihat Tabel 4).

Tabel 4. Kategorisasi Tingkat Kesadaran Hukum

Dari tabel diatas diketahui bahwa 46,9%
(N=67) dari 143 responden tergolong daiam

kesadaran hukum yang sedang. Dan 53,1% G'I=?6)-l.. '. dari 143 responden tergolong dalam kesadaran
Dari tabel di atas dapat diketahui. bahwa dari hukum yang'tinegl. Oengan Jemikian, kesadaran

143 responden, 69,9% [N=100).responden memilili r irukofi i*uiii puj-in orani pribadi pemeluk agama
kesarfaran hukum yang tsrgolong sed'ffiq' alY. +!.' islam dalam menunaikan kewajiban membayar
(N=6) dari 143 respondeo tergolong tlalam kategori zakat berada pada tingkatan yang iinggi.
kesadaran hukum yang rendah. Dan sisanya 25,9% ,:.-, . ,----)^..-
(N=37) dari 143 re-sponden V*g t"f["r"aot* 3' Hubungan antara tingkat 

-kesadaran 
hukum

hukum tinggi. oleh karenanya dlpat dikatakan wajib paiak orang pribadi pemeluk agama

bahwa tingkat kesadaran n*o. t"ulJ p4ot ot*l Islam dalam menunaikan kewaiiban membayar

pribadi pemeluk agama islam aa#- i'j"*" t"i paiak berdasarkan undang-undang nomor 17

kewajiban membayar p"jtk d;;k"t;;;; ta.hun 2000 densan tinEkat kesadaran hukum

undang Nomor l? Tahun z6'oo Gd."g Pti"[ waiib pajak orang pribadi pemeluk agama

i"ogtiituot.gorongseda'g. 
uvv rw'krr' r*re^ 

::ffif'#"#;it#,W8:'r::,:embavar
2. Tingkat Kesadaran hukum wajib^pQ"U T::: Hubungan disini lebih ditekankan pada

pribadi pemeluk "ct :_.:!:: _-l:,toy, rr*uig* yang mempengaruhi antara ringkat
menunaiknn kewajiban m'embayar zakat di i"r-Jiun Luti* *ujit -pajak orang pribadi
Daerah Istimewa Yogtakarta p"*"f"t agama islam ' dalam minunaikan

Data yang telah diolah dengan bantuan statistik kewajiban membayar zakat terhadap tingkat

*en*lokkoo- bahwa skor responden seperti kesadaran hukum wajib pajak orang pribadi

ditunjukkan pada Tabel 3. pemeluk agama Islam dalam 
. 
menunaikan

raber?.skorRespsnden- . , fH*;*:"*:Ttite,Il#r ffif i:H"J"lT:;
Skor I Frekuensi _ I Persenlasg - I penghisilan atau tidak ada pengaruhnya sama

bilan l | :!'4J_s I i.tu'ti. pot" penekanan hubungan yang demikian
belas I 22 | l5'4 "/. I dirumuskan mengingat bahwa para wajib pajak
abelas I 33 | 23'1 % I (responden) mempunyai dua kewajiban yang

ryanbelas I 43 I 30'l % | berangkat dari dua sumber yang berbeda, kewajiban
pututr.s'atu I tg I tf,f X I pajak berangkat dari undang-undang. produk

Drfuh EmD"t-I 14| 9'8 %l manusia dan kewajiban membayar zakat yang

bersumber dari wahlu dan ajaran agama Islam'

Dari tabet di atas, tliketahui bahwa rentang skor Di atas telah diuraikan dan diketahui bahwa

yang diperoleh adalah dari skor Sembilan (9i y*g tingkat kesadaran hukum wajib pajak orang pribadi

i"t"iAuft fthggu skor duapuluh empat (2aj yang pemeluk agama Islam 
- 
dalam menunaikan

tettinggi.Dandaril43responden,g,s%6l.t=lalkewajibanmembayarpajakdanzakatmenunjul:kan
,".poii"n memperoleh ,toi totiiegi yuit" ,k* ry]!:lP yang signifitan' Perbedaan vang

tluapuluh empat (24) aan a,+X iNJi4'rcspond"n T:f"9k adalah bahwa tingkat kesadaran hukum

yang mempetoleh skor t.;;rh 
-;;id tk* Y:lib 

pujuk orang pribadi pemeluk agama islam

Sembilan (9). Dan *r,o, y"nglli'n; 1d; dalam^membayar pajak penghasilan berdasarkan

diperoreh responden adarah #i.ffi ;i.*'iG Hf, *ff";"[fi# -:*:]#flffi#*j1f;
dengan30,I%(N=43)responden. ;;il;C prtb"al pi*"f"t agama-Islam dalam

Dari skor yang telah teridentifikasi minunaikan iewajiban membayar zakat tergolong

sebagaimana diuraikan di atas, maka kemudian tinggi.
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Tabel 5. Perbandingan Tingkat Kesadaran Hukum

Bila kita meninjau ulang data yang telah

diuraikan di atas, maKa dapat diketohui

i"ilJuimana tau"l perbandingan di Tabel 5

FENOMENA

vang sesuai dengan peraturan mengenai 
. 
zakat

lduiut 
- 

sebanyot*" rata+ata 86% dan sisanya

*i"wrr. t"i"lt"i" L47o tidak .menunjukkan 
sikap

clan iolaperilaku yang sesuai dengan peraturan

mengenai zakat.

Hal tersebut di atas juga menunjukkan bahwa

sikap dan polaperilaku hukum sebagian uesar

,.roo.a* v'ajib pajak orang pribadi pemelu\

agama islam dalam menunaikan zakat yang sesuat

denean perarutan mengvnai T:-kat lidak

il.ti"*t"'Ji banyaknva iesponden 'wajib pajak

oi*i ptit^ai pemeluk agama islam yang

.otituyot pajak dalam bersikap oan

bemolaperilaku yang sesuai dengan peraturan

mengenai Paj ak Penghasilan'

Densan alemikian dapai dikatakan bahw*ti&k
ada hubunean yang saling mempengaruhl anera

iiltri- tt"airu,i ttokut responden .dalam
tr.?"*fU" zakat dengan tingkai kesadaran hukum

Tabel rti atas menunjukkan tingkal gerbedaan

t"t*n tu*ti*tif tingkat kesadaran hukum para

iri"a." 
-' 
J* f,erberlaan tersebut tidak

*t'tG*r'r atau saling mempenaaruhi antara satu

variabel dengan u*uutt 
'o'*y-u' 

Perbedaan ini

muncul dari perbedaan antara pengeanuan

*tp""a"" terhadap peraturan hukum dan isi

Derahran hukum mengenar pajak penghasilan'

*lnp A* polaperilakunya dengan pengetanuan

*olnA"n terhad-ap peraturan dan isi dari peratuan

i-'if,i. *"ng"*i zaiat, sikap dan polaperilakunya'

Dari aspek pengetahuan peraturan hukum dan

irinvu- tatu-*a 5i,?% responden wajib pajak

nribaii pemeluk agama lslam yang membayar

l"-iut 
-*'r"ettohoi 

leraturan hukum dan isinya

liitune pni;k penghisilan dan selebihnya rata-rata

lg.i"; 'tiduk' t"hr' Sementara itu' rata-rata

,"-spood"n wajib pajak pribadi pemeluk agama

Islam van.o, menunaikan zakat yatrg mengelaTu.l

peraturan h-ukum dan isinya mengenai zakat aoalan

["i"r* ze,+"2", dan raL+ata sebanyak 23'6%

responden tidak mengetahuinYa'

Dari data mean di atas, dapat diketahui bahwa

tinesinYa pengetahuan responden waJlb paJaK

;Iffi;i;"*"tui agama Islam dalam menunaikan

IJJ-i"'*tuaup p.t-ut,*o hukum dan isinya tidak

;;;;;;..fi banvalmva jumlah responden wajib

"ni"f l'.iu"ai pemetut agama lslam dalam

ia"mUavut zakat untuk mengetahui p€raturan

;,,k"; it " 
isinya mengenai pajak penghasilan'

Begitu juga bila dilihat dati aspek sikap- dan

pofo ierifam hukum responden, maka dapat

iit"tuuui bahwa rata-rata responden wajib p-a1ak

"*"r otm.Oi pemeluk agama islam dalam

*""iUuvut p".int iang bersikap dan berpolaperilaku

;"h;'*d"l dengan Undang-Undang Nomor .17
Lh* ZOOO tentang Pajak Penghasilan -adalah
*t*".t 63,4% reslonilen, dan sisanya sebanyak

*t"-.it" gO,eV" dari total responden tidak bersikap

ilan beroolaperilaku Sesuai dengan peraturan

r"o"t"t. S"aingt an responden wajib pajak orang

pritaOi pemetui agama islam y*g P:nT*a"
Lkat menuniuttan-sikap dan polaperilaku hukum

;;;;;; dalam meribaYar o"j'\ tuhl^1-l*Jl
ffifi;; ti"en"t t"'nd*- trutum y;111f^n
;;i.T;;;; zakat tidak mempengaruhi tingkat

;;;;" hukum resPonden dalam membaYar

pajak menjadi tinggi juga'

SIMPIJLAN DAN SARAN

Sebagai penutup, dibawah ini dikernukakan

uuJnpo" t"ti.putan dan saran dari uraian dan

pemba-hasan diatas sebagai berikut:

l. Bahwa tingkat kesadaran hukum wajib pajak

orane prib-adi pemeluk agama lslam dalam

..niouitut fewajiban membayar pajak

berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun

lobo t."tu"e Pajak Penghasilan di Daerah

i.ti*"ttu Vogyukutt" tergoiong dul*
ii*tu,* *"iung' Sedangkan dalam

mJnunaikan zakat tergolong tinggi

Bahwa tingkat kesadaran hukum wajib pajak

"tuoe 
p;;udi pemeluk agama Islam dalam

**i""it* zakat yang tergolong tinggi tidak

mempengaruhi tingkat kesadaran hukum

*""unui[u" kewajiban membayar pajak

berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun

2000 di Daerah Istimewa Yogyakarta yang

tergolong sedang. Artinya responden 
. 
dengan

tinitat iesaOaran hukum yang tinggi dalam

mJnunaikan zakat tidak serta merta dapat

aruat"t* bahwa responden tersebut juga

*".ifin kesatlaran hukum yang tinggi juga

dalam membaYar Pajak

3. Pemerintah harus selalu mensusialisasikan- 
peraturan perundang-undangan yanq b".tk"i*
dengan pajak dan zakat terubma bagl wallo

pa;it pritaai orang muslim, dengan harapan

flespooaen dgt"rn
membE] rr !dlE-

R€sponden dal1ltr
metunslkan 26k!tKrt.gori.

T'ltrgakrt
Ke6adalran

Hukum
Frtkuehti Ptosentas€ Frekutntl Froientisf

-RettdsL
6 4,2% 0%

scdtng 100 69,9./r 46,9%

TinCgi 255 rh 53,1'lo

,un ah 143 - 100 7o 143 100 '/"
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masyarakat menyadari pentingnya peraturan
tersebut untuk kelangsungan pembangunan
bangsa.

4. Bagi masyarakat wajib pajak pribadi orang
muslirir agar lebih bertindak. aktif clalam

.1 mengetahui dan mernahami atumn hukum
' " pajak, sebab"'aturan ini berkaiUn erat dengan

kepentingan masyarakat secara pribadi dan
kepentingan negara.
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